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1.

b

DESA WANARETA KECAMATAN WAEAPQ

KEPALA DINAS PENDIDIEAN DAN EEBUDAYAAN

EABUPATEN EURU

bahwse dalam ranghka mmempercepat pelaksanann Ctonomi Bidang
Pendidilzan di Yabupaten Hurd diperlukan perhatian  dan
dukungan Pemerintah Dacrah ke arah peningkatan mLti
pendidikan pada semus jenis dan jenjang pendidilean i Kabupaten
Buru,

hahwo sesuai hasil soodi kelayakan dipandang perlu untuk
memberikan lmn Operasional pada Taman Konak-Kanak Neger
Satap Unit [1 Mako Desa Wanareja Kecamatan Waeapd,

babwa berdasarkan pertimbangar sehagaimena dimaksud pada
poin humf a dan huruf b diatas perku menetapkan dengan
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudeyaan kabupaten

BurLL.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
{Lemnbaran Negara Republik Indoncsia Tahun 1979 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Ingonesia Nemor 3 143);
Undang-undang Republilk [mdonesia Nomor 46 Tahun 1999
lentang pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru
dan Ksbupaten Malulu Tenggara Harat (Lembaran Negara
Republik mdonesia Tahun 2000 Normor 174, Tumbahan Lembarsn
Negura Republik Indonesia Nomor 3805) sehagaimana telah diubah
denzan Undang — undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang perubalian
atas Undang — undang Nomor 46 tenlang perabenmilkan Provinsi
sdalulka Utara, Kabuparen Burn dan Kabupaten Maluku Tenggara
Barat [Lembaran Negara Republik Indonesia ‘Tahun 2000 Nomor
73, Tambahan Lembaran Negara Republil Indonesia homor 3961);
Undang-undung Republk indencsia Nomor 20 Tabun 2003
tentang  Sistim Pendidikan Nasional {Lembaran Negara. Republik
ndonesia Tahun 2002 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indomesia Nomor 4301);

L



4. Undang-undeng Republik Indonesia Nemor 10 Tahun 2004
tentang pembentukan peraturan Undang - undang (Lembaran
Yegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Lembaran
Megara Republik Indonesa Nomor $35849);

5, Undung—undang Republik hdomesin Nomer 32 Tahun 2004
lenitang Pemerinlaban Daersh  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia MNomor 4437} sebagaimana telah  diubah
dengun Undang-undang Nomor 12 Tehun 2008 tentang Perubahan
kedua Atas Undang-undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang
Pemennlahan Daerah  [Lembaran Negara Republic Indoncsia
Nomor 4344];

6, Undang—undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004
tentong Perimbangan Keusngan Antara Pemerintah Pusal dan
Penerintah Duaersh (Lemberan Kegara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Fepublik Indonesia
Momor 4438,

7. Undang-undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentuldon
Peraluran Perundang-undangan [Lembaran Negara REepublik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tembehan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

B. Peraturan Pemerintsh Womor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Fendidikan MNasional {Lemnbarsn Negara Repullilk Indomesia Tahun
2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesis
Momor 4496;;

4. Peraturan Pemerihtah Republik Indonesia Nomer 38 Tahun 2007
Pembagian Utusan Pemerintahan  Antsra  Pemerintah,
Pemerintahunn Dacrsh  Provinai dan  Pemerintahan Deerah
Kabupaten/Kola (Lembaran Negara Fepublik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republile Indonesia
Mormoar 4737},

10.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 200%
tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

11.Peraturan Bupati Buru Nomoer 03 Tahun 2008 tentang Susunan
Orgunisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Buru {Lembaran Dacrab Kabupsten Buru Tahun 2008
Moot 53);

13 Peramran Daerah Kabupaten Buru Nomor 02 Taun 2013 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Diacrah Kabupaten Bum Tahun
Anpgaran 2013 [Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2014

Nomaor 03);
13, Peraturan Bupati Bum Nomor 68 Tahun 2013 temlang Penjabaran

Anggaran Pendapsian dan Belanja Diacrah Kabupaten Buru Tahun
Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2013

Momoar 68).

MEMUTUSHAN

Menetapkan
KESATU + Memberikan Izin Operasional Kepada Taman Kanalk-Kanak {TE)

Negeri Satap Unit 1l Mako Desa Wanareja Hecamatan Waeapo
Eabupaten Bum.



KERDLIA

KETIGA

KEFMPAT

EELIMA

\emberikan kewenangan Kepada Pengelola nntuk mengelolah
Taman Kanak-Kanal [TK) Negeri Satap it I Mako Dicsa
Wanarein Kecamatan Waeapo sesiuai deonpan ketentoan yang
berlaku,

Dalarn Pelaksanaannya bertanggungjawab dan melaporlan hasil
kepiatan  kepada, Kepala Dinas Pendidikan dan  Kebudeyoaan
Kabupaten Buara.

Segala bisva vang ditimbulkan schapgad aldbat dikeluarkannya
keputusen ini dibebankan pada APBD Dinas Pendidikan dan
Kebudayuan Kabupaten Bura.

Keputusan ini berlalm surut Tahun Pelajaran 2009/2010.

Ditetapkan di : Namiea
Pada Tangsal : OB Sepiember 2014

Kepala Dinas Pendidilcan dan
FAKebudayaan Kabupaten Buru

—

Drs 4. MUKADDAR
Pembitia Tk I

Nip. 19570927 198602 1 003

Tembugan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Bura di Namnlea :

2, Hepala Dinus Pendidilzan Pernuda dan Glahrage
Provinsi Maluku di Ambon

o e W

Arsip

Kerun DPRD Kabupaten Burn di Namlea
Kepala Budan Kepegawaian Dacrah Kab. Buru di Namlea

Comat Wacapo di Waenelat
Kepala UPTD Dinas Pendidilean dan Kebudayaan Kec, Waesapo di Waenctat



